
    GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

NOMOR 2 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2013-2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu dilakukan 
perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 
2013-2018; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 



- 2 - 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 39); 

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66); 

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 71); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

dan 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 
7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 
2013-2018. 
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Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Nomor 66), diubah sebagai berikut: 
 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kalimantan Timur. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD 
adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk 5 
(lima) tahun periode masa bhakti Kepala Daerah 2013-2018 yang 
merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah terpilih 
dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional. 

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah 
dokumen perencanaan SKPD untuk perencanaan 1 (satu) tahun. 

12. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi 
Kalimantan Timur. 
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13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan 
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya 
yang tersedia. 

14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana 
Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen 
rencana pembangunan daerah. 

15. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus 
menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk 
mewujudkan visi Daerah. 

16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan pembangunan daerah. 

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 

20. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi 
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari 
waktu ke waktu. 

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan pembangunan daerah. 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur. 

 
 
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 

Pasal 3 
 

Tujuan penetapan Perubahan RPJMD adalah untuk:  

a. Memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka 
menengah. 

b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu 
dengan perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Kabupaten/Kota, 
serta dengan Provinsi yang berbatasan. 

c. Sebagai pedoman dalam:  
1) Penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; 
2) Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; 
3) Penyusunan Renja PD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 
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3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

 
(1) Indikator makro pembangunan daerah merupakan ukuran keberhasilan 

pembangunan paling utama dari sasaran Perubahan RPJMD Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang harus dicapai pada Tahun 
2018. 
 

(2) Indikator makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 75,70; 
b. Indeks gini pada skala 0,32; 
c. Tingkat inflasi sebesar 4 ± 1 persen; 
d. Tingkat pengangguran sebesar 7,00 persen; 
e. Tingkat kemiskinan sebesar 6 persen; 
f. Pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5 ± 1  persen; dan 
g. Indeks kualitas lingkungan pada skala 82,00. 

 
(3) Indikator makro pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen 
rencana pembangunan. 

 

 

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 8 

 

(1) Gubernur melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan perubahan RPJMD 
 

(2) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap 
pelaksanaan Perubahan RPJMD. 
 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 
jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi 
pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka 
menengah nasional. 
 

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur. 
 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 8 Maret 2018 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 
 

ttd 
 
 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 
Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 8 Maret 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

 
ttd 

 
 

DR. Hj. MEILIANA 
 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 2. 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (2,59/2018) 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd 
 

H. SUROTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006 


